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Abstract. As a solution to overcome the problems in the Cost Recovery Production Sharing Coniract system, the
Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued Regulation of the
Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number (gRYear 2017 on Gross Split
Production Sharing Contract. This new regulation was issued @ to the decline in the discovery of oil and gas
reserves and the decline in non-tax state revenue (PNBP) firom the upstream oil and gas sector. The Gross Split
Production Sharing Contract scheme also aims to reduce bureaucracy in investment to attract investors to conduct
exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal aspects related to Gross Split
regulations in improving the investment climate in the upstream oil and gas sector, as well as to evaluate the role
of the Oil and Gas Special Ta.sm)rc'e as an institution responsible for controlling and supervising the activities
of the Cooperation Contractor in the Production Sharing Contract.

Keywords: Gross Split, Cost Recovery

Abstrak. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah dalam sistem kontrak bagi hasil Cost Recovery, Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Peraturan baru ini diterbitkan karena adanya penurunan dalam penemuan cadangan minyal gas bumi serta
menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu minyak dan gas bumi. Skema kontrak bagi
hasil Gross Split juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi dalam investasi guna menarik minat investor untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indon Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum
terkait regulasi Gross Split dalam meningkatkan 1klim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, serta untuk
mengevaluasi peran dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai lemba ng bertanggung jawab
atas pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Kontrak Bagi Hasil.

Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil, Pemulihan Biaya

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam, Indonesia seharusnya
memanfaatkan keistimewaan ini untuk mencapai tujuan keadilan dan kemakmuran.
Kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan adalah modal penting dalam upaya pembangunan
nasional. Salah satu bentuk kekayaan alam ini adalah potensi sumber daya minyak dan gas
bumi. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kegiatan eksplorasi dan

produksi minyak dan gas bumi di sektor hulu memiliki peran kunci dalam pembangunan
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nasional.

Minyak dan gas bumi memang dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar
yang sangat penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Kedua sumber energi ini dianggap sebagai katalisator utama dalam pembangunan
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa minyak
dan gas bumi memiliki peran strategis sebagai komoditas penting untuk industri, kebutuhan
energi domestik, serta sebagai sumber devisa negara yang signifikan. Oleh karena itu,
manajemen yang optimal diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal guna
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.(Ariyon, 2012)

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa sumber daya
alam merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kemakmuran
rakyat. Prinsip ini menjadikan negara memiliki monopoli dalam pengaturan, penggunaan,
dan pemeliharaan sumber daya alam, termasuk pengaturan hubungan hukum terkait. Kontrak
bagi hasil Gross Split yang diatur oleh pemerintah berdasarkan UUD 1945 menegaskan
kedaulatan negara atas sumber daya alam migas, sesuai dengan prinsip dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menempatkan kedaulatan sebagai salah satu aspek utama.
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kedaulatan negara terhadap umbcr daya alam,
termasuk minyak dan gas bumi. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri
No. 08 Tahun 2017 mengatur kontrak Gross Split untuk memastikan bahwa manfaat dari
eksploitasi sumber daya alam migas tetap berada di bawah pengawasan dan kendali negara.
Konsep pengendalian sumber daya alam oleh negara tidak hanya terbatas pada kepemilikan,
tetapi lebih pada kemampuan untuk mengontrol, mengatur, dan memastikan bahwa
perusahaan menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan kepentingan mayoritas
masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sebagai
implementasi dari semangat para pendiri bangsa, dihasilkanlah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menekankan pentingnya pembangunan
nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui reformasi berdasarkan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi,
dan persatuan tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kontrak Gross
Split memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.(Utomo et al., 2016)
Salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah
mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan kontrak Gross Split, pemerintah dapat
memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri migas juga dinikmati oleh seluruh

masyarakat, melalui penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program
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pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat
diperbarui, perubahan regulasi terkait crtambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat
menghasilkan industri minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, kompetitif,
efisien, dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Hal ini juga diharapkan dapat
mendorong pengembangan potensi nasional dan memberikan dasar hukum untuk reformasi
dan penataan penyelenggaraan industri minyak dan gas bumi. Sebagai contoh terkait
aktivitas di sektor hulu minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah
membagi kegiatan hulu minyak dan gas bumi menjadi dua jenis kegiatan, antara lain:

a. [Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
data mengenai kondisi geologi guna menemukan dan memperkirakan
cadangan Minyak dan Gas Bumi di area kerja yang telah ditetapkan, sesuai
dengan definisi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

b. sploitasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari area kerja yang telah ditentukan.
Kegiatan ini mencakup pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan
infrastruktur transportasi, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan
penyulingan Minyak dan Gas Bumi di lapangan, serta kegiatan pendukung
lainnya

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Energi Sumber
Daya Mineral, yakni Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017,
yang mengubah skema Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery menjadi skema
PSC Gross Split, menandai titik balik penting dalam sejarah Industri Hulu Minyak dan Gas
Bumi di Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh penurunan signifikan dalam
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas serta lambannya penemuan
cadangan minyak dan gas bumi yang dianggap memakan waktu dan anggaran. Pemerintah
Indonesia terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan
mempercepat pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di berbagai wilayah kerja.
Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk terus memodifikasi peraturan sesuai
kebutuhan pembangunan nasional, termasuk penyempumaan Peraturan Menteri Energi
Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017, yang kemudian direvisi dalam Peraturan
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 mengenai
Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Tujuan utama dari revisi Peraturan Menteri Energi Sumber

Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 adalah untuk mendorong investor melalui pemberian
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insentif saat pengembangan lapangan migas Plan of Development (POD) Il yang sebelumnya
tidak tercakup dalam peraturan yang ada.(Kurniawan, 2013)

Kebijakan pemerintah ini telah menimbulkan perdebatan antara praktisi bisnis dan ahli
hukum, memunculkan beragam pandangan mengenai efektivitas dan keberhasilan perubahan
konsep kontrak dengan investor dalam meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas
yang memerlukan modal besar, teknologi canggih, berisiko tinggi, dan tingkat ketidakpastian
return of investment yang tinggi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap bahwa mitra
investor akan didorong untuk lebih kompetitif dan melakukan perencanaan yang matang, baik
dalam hal teknologi yang dipilih maupun evaluasi seluruh faktor risiko. Kontraktor Kontrak
Kerja Sama diharapkan dapat mengoptimalkan biaya, tingkat pengembalian investasi, dan
keuntungan yang maksimal. Meskipun skema ini mengalami perubahan, prinsip dasar
pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi tetap terjaga, dengan pemerintah tetap
memiliki kendali utama meskipun Kontraktor Kontrak Kerja Sama diberikan kebebasan
dalam pengelolaan wilayah kerja. Secara konseptual, skema gross split bertujuan untuk
mengurangi birokrasi yang sering menjadi keluhan bagi investor. Pemerintah juga menjamin
kesempatan yang sama bagi perusahaan lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam industri
migas, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal lka yang menghargai keberagaman dan
persatuan.

Pemerintah berharap bahwa implementasi skema gross split akan mendorong kontraktor dan
industri pendukung untuk menjadi lebih efisien, memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi dilakukan dengan lebih cepat, sesuai waktu yang ditentukan,, dan sesuai
anggaran, serta mencapai target kinerja yang mendukung peningkatan penerimaan negara.
Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang muncul adalah
bagaimana karakteristik kontrak bagi hasil dapat berkontribusi dalam meningkatkan
mvestasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi prinsip hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam mendukung
peningkatan 1klim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, serta untuk menganalisis
peran negara dalam mengontrol dan mengawasi implementasi skema kontrak bagi hasil

Gross Split.(Wicaksono, 2018)

METODE
Penulis menggunakan metode penulisan yang melibatkan studi pustaka dan literatur dari
berbagai sumber seperti paper, buku, dan sumber intemet untuk mendukung kelancaran

penyusunan tulisan..
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No Judul Penulis Kesamaan Perbedaan
1 Bentuk Faizal Membahas tentang Jurnal ini tidak
Perlindungan Kurniawan UU Migas dan membahas tentang
Hukum Terhadap memiliki maksud Peraturan Menteri
Kekayaan Minyak tujuan untuk memberi [Energi dan Sumber
Dan Gas Bumi manfaat bagi bangsa Daya Mineral
Sebagai Aset dan sumber daya yang [Republik Indonesia
Negara Melalui dimilikinya bagi Nomor 08 Tahun
Instrumen Kontrak pembangunan secara 2017
menye luruh.
2 | Menuju Keadilan Yohanes Membahas Sisi gross |Jurnal ini memiliki
Sosial Dalam Baptista Cahaya split PSC lebih prisip
Pengelolaan Sektor Misjuan, mengutungkan negara | kebersamaan,
Hulu Migas Elisabeth Yulia karena hasil efisiensi
(Analisis Kontrak [Rena Sinta Dewi |penerimaan bruto dari berkeadilan,
Bagi Hasil Gross proses produksi Pembangunan
Split Dari langsung dibagi berkelanjutan,
Prespektif Pasal 33 sesuai dengan kontrak berwawasan
Uud 1945) perjannjian lingkungan,
kemandirian,
keseimbangan
kemajuan dan
kesatuan ekonomi
nasional.
3 E:}litik Hukum Indah Dwi Adanya pembahasan 9asal 33 UUD
Pengelolaan Qurbani tentang UU Migas 1945 sebagai
Minyak Dan Gas Nomor 22 Tahun landasan filosofis
Bumi Di Indonesia 2001. politik hukum
pengelolaan
minyak dan gas
bumi

4 gnalisa Deskripsi | Ramli Nonci, Undang Undang Jurnal ini
Minyak Dan Gas | Akhmad Fauzi, Dasar 1945 telah melakukan teknik

(Study Kasus Fifi Diana menggariskan bahwa raluasi dengan
Lapangan “X") Thamrin sumber daya alam Escuuntcd Cash
dikuasai negara dan | Flow (DCF), Net

dipergunakan sebesar- Asset Value
besarnya bagi (NAV) dan Real

kemakmuran rakyat Option (RO).

5 Filosofi Kontrak | Sang AyuPutu | Membahas tentang | Jurnal ini banyak
Bagi Hasil Gross |Rahayu, Rahayu | KKS sebagai alat | membahas tenta g
Split Dari Sudut | Fery Anitasari, pemenuhan prinsip hukum
Pandang Hukum Rindia Fanny | kepent@pgan negara, yang menjadi

Kontrak Kusumaningtyas | yaitu sumber daya dasar
alam tetap menjadi pembentukan
milik negara sampai |hingga perubahan
pada titik pada jenis
penyerahan. kontrak kerjasama
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khususnya kontrak
bagi hasil gross

split.
6 gualisme Maria R.U.D. Memiliki maksud Jurnal ini
Ketentuan Cost Tambunan, tidak ada yang membahas tentang
Recoverysebagai [Ginda Togatorop | dirugikan selama pajak dan
Dasar Pungutan kegiatan berlangsung penerimaan
Negara Pada dengan memastikan negara bukan
Industri Hulu bahwa pembagian [pajak bukan pajak
Migas penerimaan yang adil (PNBP)
antara negara sebagai
serta bagi pihak
investor yang
melakukan kegiatan
eksplorasi, eksploitasi
sumber daya alam
memerlukan adanya
dukungan dari
pemerintah untuk
terus dilakukannya
investasi disektor ini,
yang pada dasamya
dilakukan oleh
investor pada tahap
awal.
7 anrmulasi Gulam Dalula | Kurangnya investor |Jurnal ini berbasis
Sistem Bagi Hasil | May Volta & untuk melakukan  |pada Pasal 33 Ayat
Melalui Kontrak |Firdaus Kafabih eksplorasi di 3 UUD NRI 1945.
Bagi Produksi indonesia karena
Guna Mewujudkan sistem kontrak bagi
K?ulatan Migas hasil di indonesia.
8 ost Recovery Shofia Shobah, Membahas Menghubungkan
Dalam Kontrak Hanif Nur pelaksanaan kontrak bagi hasil
Kerjasama Minyak | Widhiyanti, pengusahaan migas | dengan kerangka
Dan Gas Bumi Di | S.H., M.Hum melalui KKKS, dan kontrak
Indonesia Ditinjau | Dr. Patricia PSC berdasarkan UU internasional
Dari Hukum Audrey, S.H., Migas.
Kontrak M.Kn
?—memasinnal
9 spek Hukum Lalang Tri Berlandaskan UUD | Membahas
Penerapan Asas Utomo, NKRI 1945, sebab Ketentuan dalam
Kekuatan Achmad Busro, UUD NKRI 1945 UU No. 22 tahun
Mengikat Dalam Ery Agus merupakan landasan | 2001
Kontrak Bagi Hasil Priyono Pembuatan peraturan

Minyak Dan Gas
Bumi Di Indonesia

yang memberikan
arah dan tujuan bagi
Pembangunan yang
diharapkan.

10

PERMASALAHA

N DAN

Rastri Paramita

Jurnal ini membahas
tentang Kurangnya

Membahasa
tentang adanya gap
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TANTANGAN invetor migas di antara demand dan
PENINGKATAN indonesia dan upaya | supply migas dan
INVESTASI untuk meningkatkan | rendahnya lifting
INDUSTRI HULU minat investor Minyak
MIGAS dikarenakan
rendahnya
investasi di hulu
migas.
11 Peran Industri Rovicky Dwi ﬂtimpangan dalam naikan harga
Migas Putrohari memahami kondisi keekonomian
Dalam migas di Inc'ﬂsia migas (energy)
Pembangunan berasal dari beban memerlukan
Di Indonesia Dan subsidi ditambah peninjauan dalam
Tantangan beban biaya produksi system subsidi
Kedepannya (cost recovery) yang tidak
membebani rakyat
dan tidak
membebani
APBN.
12 ﬁplikasi Andrey penyelenggaraan Membahas FTP
Berubahnya Hernandoko, kegiatan usaha (First Tranche
Kontrak Bagi Hasil | Mochammad |minyak dan gas bumi Petroleum).
(Product Sharing |Najib Imanullah | adalah ketahanan
Contract) Ke energi untuk
Kontrak Bagi Hasil kemakmuran rakyat.
Gross Split
Terhadap Investasi
Minyak Dan Gas
Bumi Di Indonesia
13 | Studi Kebijakan |MUHAMMAD | Membahas Undang |Membahas aspek-
Migas Di ARIYON Undang Migas Nomor aspek dalam
Indonesia 22 Tahun 2001 kebijakan migas di
indonesia dari
zaman Hindia
Belanda, Era Orde
Lama, Era Orde
Baru, dan Era
Reformasi.
14 | Pembagian Hasil | Athari Farhani, Jurnal ini Menjelaskan
Migas Melalui Faigah Nur berlandasakan UUD konsep Penguasaan
Cost Recovery Azizah, NRI 1945 untuk Negara dalam
Dan Gross Split Panggalih membantu atas Pasal 33 Ayat 3
Bagi Sebesar-  [Usadhani, Faridh | kemakmuran dan  jsebelum & sesudah
Besarnya Kurniawan kesejahteraan rakyat |amandemen UUD
Kemakmuran indonesia NRI Tahun 45 dan
Rakyat Menurut pasca Putusan
UUD NRI Tahun Mahkamah
1945 Konstitusi.
15 |Sistem Gross Split | Bimo Suryo membangun Jurnal ini lebih
Dalam Kontrak Wicaksono, pernyataan yang menjurus
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Pertambangan Jadmiko Anom terdapat dalam memabahs pada
Menurut Pasal 33 Husodo dokumen perundang- pasal 33 UUD
Undang-Undang undangan dan Hasil NKRI 1945

Dasar Negara penelitian ini

Republik Indonesia menjelaskan bahwa
Tahun 1945 skema gross split

dalam Peraturan
Menteri ESDM
Nomor 08 Tahun
2017 memiliki
kesesuaian dengan
Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 2 ayat
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gross Split. Prinsip-
prinsip tersebut
meliputi
kebersamaan,
efisiensi, keadilan,
pembangunan
berkelanjutan,
keberlanjutan
lingkungan,
kemandirian,
keseimbangan
kemajuan, dan
kesatuan  ekonomi
nasional..

NO PL‘Iftl::ﬂzf:aljlaa(‘i{) Implementasi(X) Analisa Hipotesis
Y! dan X! memiliki keterkaitan karena
membicarakan Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 danﬁ] No. 22 tahun 2001
mengenai penguasaan sumber daya
alam oleh negara untuk kesejahteraan
dan kemakmuran seluruh rakyat, serta
prinsip-prinsip hukum yang menjadi
Pada penjelasan dasar dalam pembentukan dan
perbedaan dalam perubahan kontrak.
jurnal No 1, 2,3, 5,7, e Kedaulatan Negara, sebagaimana
9, 13, 14, 15, yang ditegaskan dalam Pasal 33
didasarkan pada UUD 1945, menegaskan bahwa
ketentuan hukum gFeara memiliki kedaulatan atas
dalam Pasal 33 ayat 3 sumber daya alam, termasuk
UUD 1945 dan UU minyak dan gas bumi. Prinsip
No. 22 tahun 2001, kedaulatan ini menjadi dasar bagi
yang negara untuk ﬁncncmpkan
menggarisbawahi ketentuan-ketentuan dalam kontrak
prinsip-prinsip bagi hasil, termasuk kontrak bagi
hukum yang menjadi hasil gross split..
dasar pembentukan e Prinsip Keadilan harus menjadi
dan perubahan UNDANG- landasan dalam kontrak bagi hasil
1 |khususnya  terkait UNDANG gross split, dimana pembagian hasil
kontrak bagi hasil | DASAR 1945 produksi harus dilakukan secara adil

antara pemerintah dan kontraktor.
Prinsip ini  mencakup aspek
keadilan dalam pembagian risiko,
investasi, dan keuntungan..

e Kemanfaatan Nasional harus

menjadi  perhatian utama dalam
kontrak bagi hasil gross split,
dimana kontrak tersebut harus
memperhitungkan kepentingan
nasional dan kesejahteraan rakyat.
Ini  mencakup usaha  untuk
optimalisasi manfaat ekonomi dari
sumber daya alam bagi negara dan
seluruh masyarakat..

o Kontrak bagi hasil gross split harus

tunduk pada ketentuan hukum
kontrak vyang berlaku, termasuk
aspek kejelasan, kepastian, dan
kesepakatan antara semua pihak
yang terlibat..

Pemerintah Indonesia, melalui Badan
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Jurnal No 4, 10, dan
11 mengulas tentang
penggunaan metode
galuasi seperti

iscounted Cash
Flow (DCF), Net
Asset Value (NAV),
dan Real Option
(RO), serta
permasalahan  gap
antara  permintaan
dan pasokan yang
disebabkan oleh
kurangnya investasi
di sektor hulu migas.
Hal ini juga

menimbulkan
kebutuhan untuk
meninjau ulang
sistem subsidi dalam
menghadapi
kenaikan harga

minyak dan gas
bumi.

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atau
lembaga yang berwenang lainnya,
memiliki  tanggung jawab untuk
memastikan bahwa kontrak bagi hasil
gross split mematuhi prinsip-prinsip
hukum  tersebut  dalam  proses
pembentukan, perubahan, dan
pelaksanaannya. Tujuannya adalah
menciptakan lingkungan investasi yang
stabil, adil, dan menguntungkan bagi
semua pihak yang terlibat.

Jurnal No 6 & 12
membahas mengenai
pajak, penerimaan
negara bukan pajak
(PNBP), serta First
Tranche Petroleum

(FTP).).

Y? dan X! TIDAK BERHUBUNGAN

Y3 dan X! terkait dengan pajak,
dimana Pasal 23 UUD 1945
membahas  tentang  pajak  dan
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP). Pasal ini memberikan dasar
hukum bagi pemerintah  dalam
mengatur pendapatan negara melalui
berbagai jenis pajak dan PNBP. FTP
(First Tranche Petroleum) diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2010 yang mengatur
mekanisme perolehan PNBP dari
sektor-sektor tertentu. Peraturan ini
memberikan kerangka kerja untuk
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manajemen dan penggunaan PNBP
dalam  mendukung pembangunan
nasional..
Y# dan X! saling berhubungan prinsip,
Jurnal No 8 karena prinsip-prinsip yang terkandung
Menghubungkan dalam UUD 1945, seperti kedaulatan
4 kontrak bagi hasil negara, keadilan sosial, dan
dengan kerangka kesejahteraan rakyat, dapat menjadi
kontrak landasan bagi pengaturan kontrak bagi
internasional. hasil yang memperhitungkan kerangka
kontrak internasional.

Peran Pemerintah dalam Kontrak Bagi Hasil
myak dan Gas Bumi, sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui yang
terdapat dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan nasional
yang dikelola oleh Ncgar&% nomor 22 tahun 2001 mengatur tentang Konsep Penguasaan
dan Pengusahaan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4:(Dwi Qurbani,
2012)
1. Mimyak dan Gas Bumi, sebagai sumber daya alam strategis yvang tidak dapat
diperbarui yang terdapat dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia,
merupakan aset nasional yang dikelola oleh Negara..
2. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan penguasaan anra
scbagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebagai pemegang Kuasa
Pertambangan.
Dari analisis asas hukumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep Kontrak Bagi Hasil Gross
Split yang diatur oleh Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)
nomor 8 tahun 2017 dan perubahannya tidak melanggar unsur-unsur yang ada dalam hirarki
perundang-undangan yang lebih tinggi. Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah memenuhi
persyaratan material yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, yang
dijabarkan kembali dalam Pasal 2 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 mengenai syarat-
syarat dalam Kontrak Kerja Sama:(Misjuan & Dewi, 2022)

a. Pemerintah tetap memiliki kepemilikan atas sumber daya alam hingga saat

penyerahan dilakukan.;

b. Manajemen operasional dikendalikan oleh SKK Migas.;

¢. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas modal dan risiko.
Negara turut serta dalam mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan dilakukan untuk
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mengatur urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan, yang dilaksanakan melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peran kebijakan yang dijalankan
oleh kementerian ESDM dan kementerian terkait bertujuan untuk memastikan kepatuhan
Kontraktor Kerja Sama terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, pengendalian dan
pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas bertujuan untuk memastikan kepatuhan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap ketentuan kontrak bagi hasil. Karena pentingnya
peran hulu minyak dan gas bumi bagi Negara, kewenangan pengawasan dan pengendalian
didistribusikan antara kedua instansi tersebut. Pasal 23 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah menetapkan hal ini:(Farhani & Azizah, 2023)

1. SKK Migas bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil gross split..

2. Pengendalian yang disebutkan dalam ayat 1 terfokus pada pembuatan kebijakan
terkait rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1..

3. Pengawasan yang disebutkan dalam ayat 1 difokuskan pada monitoring
pelaksanaan kegiatan operasional utama kontraktor, termasuk eksplorasi dan
eksploitasi, sesuai dengan persetujuan rencana kerja..

Dalam pelaksanaan kontrak kerja sama, Negara memiliki keterbatasan dalam melakukan
transaksi bisnis dan terlibat secara langsung dalam bisnis dapat menimbulkan
pertanggungjawaban hukum yang tidak terbatas. gU nomor 22 tahun 2001 telah
mengantisipasi hal ini dengan membentuk badan hukum yang memiliki aset dan struktur
organisasi sendiri, sehingga pertanggungjawaban bisnisnya terbatas pada aset perusahaan.
Kedudukan Negara sebagai pemegang kontrol atas sumber daya alam dan pengatur kebijakan
dalam pelaksanaan kontrak juga tercermin dari konsep kepemilikan barang operasional,
peralatan, tanah, dan data bawah tanah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2017:(Volta & Kafabih, 2015)

e Pasal 21 menyatakan bahwa semua barang dan peralatan yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibeli oleh
kontraktor menjadi milik Negara yang dikelola oleh SKK Migas setelah
pembinaan oleh pemerintah..”

e Pasal 22 (1) menyatakan bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh kontraktor
menjadi kepemilikan Negara dan dikelola oleh SKK Migas, kecuali tanah yang

disewa..
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Manajemen operasional dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split tetap berada di bawah
pengawasan SKK Migas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2017 yang menetapkan bahwa kontraktor
harus menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Meskipun
tidak ada lagi pemulihan biaya, kontraktor masih harus melaporkan Rencana Kerja dan
Anggaran kepada SKK Migas, menunjukkan bahwa kontraktor tidak memiliki kendali penuh
atas biaya. Pasal 8 dan Pasal 9 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 yang telah direvisi dalam
Permen ESDM nomor 52 tahun 2017 memberikan wewenang kepada SKK Migas untuk
melakukan evaluasi teknis terhadap aktivitas kontraktor, termasuk persetujuan untuk
peningkatan persentase komponen progresif yang diterima oleh kontraktor kontrak
kerjasama Gross Split. Selain itu, dalam pengembangan rencana lapangan, rekomendasi dari
SKK Migas diperlukan sebagai pertimbangan dalam memberikan lapangan kepada investor.
Peran SKK Migas tetap terlihat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak
bagi hasil gross split, namun keterbatasannya adalah hanya dalam merumuskan kebijakan
terhadap rencana kerja yang diajukan oleh kontraktor. Dalam hal ini, Negara tidak lagi
bertanggung jawab atas realisasi anggaran seperti pada sistem cost recovery karena
persetujuan anggaran hanya sebagai data pendukung dalam evaluasi rencana kerja.
Pengawasan lebih difokuskan pada indikator kinerja operasional kontraktor, termasuk
eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja yang disetujui, kinerja kontraktor
dalam aspek lingkungan, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan prioritas penggunaan
produk dalam negeri.(Hernandoko & Najib Imanullah, 2018)
Meningkatkan investasi tidak berarti mengurangi kedaulatan negara, sebagaimana diatur
dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewenangan penuh dalam
menentukan area kerja, kapasitas produksi, daya angkat, serta regulasi aspek komersial
minyak dan gas, dengan distribusi hasil yang tetap dikendalikan oleh negara dan produksi
dibagi pada titik pengiriman. Hal ini memastikan penerimaan negara menjadi lebih pasti dan
meningkatkan sumber pendapatan melalui implementasi skema kontrak bagi hasil gross
split..
Peningkatan Investasi Melalui Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan bisnis yang membutuhkan
investasi besar dan memiliki risiko tinggi. Banyak investor mengalami kerugian setelah
mengalokasikan dana besar untuk eksplorasi dan eksploitasi. Pemerintah mengakui risiko ini
dengan menerapkan kebijakan penawaran wilayah kerja kepada mitra atau investor yang

memiliki modal yang cukup besar. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan
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masyarakat umum dan mencegah beban keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri. Di industri minyak dan gas,
investor semacam ini dikenal sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).(Nonci,
2020)

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017
tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 1 angka
1 menjelaskan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang disingkat sebagai Kontraktor,
merujuk kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan eksplorasi dan
eksploitasi di suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan unit kerja khusus
yang menjalankan kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Di Indonesia, model pengelolaan migas yang umumnya digunakan adalah Kontrak
Bagi Hasil (Production Sharing Contract) di mana produksi dibagi berdasarkan persentase
yang disepakati. Dalam kontrak PSC, semua risiko ditanggung oleh kontraktor, dan negara
tidak terlibat dalam risiko Ega alan dalam proses eksplorasi. Durasi kontrak biasanya
adalah 30 tahun, termasuk pcriudtiﬂ 0 tahun untuk eksplorasi. Seluruh peralatan yang dibeli
dalam kerangka kontrak PSC menjadi milik negara, dan kontraktor migas memiliki
kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketentuan ini menyebabkan investor
berpikir dua kali sebelum melakukan eksplorasi di Indonesia, terutama karena minimnya
penemuan wilayah tambang baru dan ketergantungan pada sumur-sumur lama.(Farhani &
Azizah, 2023)

Namun, dalam praktiknya, Kontrak Bagi Hasil menghadapi berbagai tantangan di
mana fluktuasi harga minyak menjadi faktor penentu dalam pembagian keuntungan. Hal ini
tidak dipengaruhi oleh kebijakan Cost Recovery, biaya, dan pajak yang memengaruhi
penerimaan negara dalam sistem bagi hasil, sechingga penerimaan negara tidak mencapai
prosentase awal 85% dari keuntungan produksi migas. Kewajiban Cost Recovery yang harus
dibayarkan sepenuhnya dianggap merugikan negara, karena bergantung pada besarnya biaya
operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor. Selain itu, pembayaran Cost Recovery tidak
selalu sejalan dengan hasil produksi yang diperoleh.(Paramita, 2022)

Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan Kontrak Kerja Sama dapat ditemukan dalam
g:raturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi yang telah direvisi terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan tersebut secara spesifik menjelaskan dua jenis
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kontrak yang berlaku di Indonesia sebelum diperkenalkannya skema gross split:(Tambunan

& Togatorop, 2021)
N

ntrak Bagi Hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang melibatkan
eksplorasi dan eksploitasi dengan prinsip pembagian hasil produksi, sesuai
dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004,

2. Kontrak Jasa adalah jenis kontrak kerjasama yang digunakan untuk menjalankan
eksploitasi minyak dan gas bumi dengan prinsip memberikan imbal jasa atas
produksi yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004.

Kontrak Bagi Hasil didasarkan pada prinsip-prinsip yang merupakan wujud dari filosofi
pengelolaan migas yang dimaksud. Prinsip-prinsip Kontrak Bagi Hasil tersebut meliputi:

a. Pembagian berdasarkan hasil produksi;

b. Pertamina memiliki kewenangan manajemen.;

¢. Seluruh peralatan, sarana, dan fasilitas yang dibeli dan dibangun untuk operasi
menjadi kepemilikan Pertamina. ;

d. Pembagian produk sampingan berbeda dengan pembagian produksi utama;

e. Pertamina memiliki wewenang untuk menentukan pengembalian biaya
operasional.;

f.  Kontraktor bertanggung jawab atas risiko kerugian biaya operasional.;

g. Negara tetap memiliki kepemilikan atas mineral hingga titik penyerahan.
Perbedaan esensial antara kontrak bagi hasil gross split dan kontrak bagi hasil cost recovery
terletak pada penggantian biaya operasional kontraktor. Cost Recovery merujuk pada biaya
yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan
investasi selama tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan blok minyak dan gas
bumi di suatu wilayah negara. Biaya operasional yang diminta untuk dipulihkan dalam Cost
Recovery mencakup biaya eksplorasi, biaya produksi, biaya administrasi, dan pemulihan
bunga. Cost Recovery merupakan bagian dari operasi minyak dan gas bumi yang memenuhi
syarat untuk dipulihkan setelah kontraktor mencapai tahap komersial. Dengan kata lain, jika
suatu area atau wilayah kerja memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang memenuhi
syarat untuk produksi, biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan
melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut.(Ayu et al., 2020)

Pembagian persentase keuntungan dari produksi minyak dan gas antara Pemerintah dan
Kontraktor %am kontrak bagi hasil dengan sistem Cost Recovery adalah sebagai berikut::

a. Minyak Bumi: 85% untuk Badan Pelaksana dan 15% untuk badan usaha dan/atau
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badan usaha tetap.
b. Gas Bumi: 70% untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau
badan usaha tetap..
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, telah
mengungkapkan alasan di balik pengembangan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang bertujuan
untuk mempercepat penemuan cadangan dan produksi minyak serta gas di Indonesia yang
sebelumnya dianggap kurang efektif. Beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah termasuk:
1. Mendorong upaya eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efisien dan cepat..
2. Mendorong kontraktor Migas dan industri penunjang Migas untuk meningkatkan
efisiensi agar dapat menghadapi fluktuasi harga minyak vang terus berubah..
3. Mendorong penyederhanaan dan akuntabilitas dalam gﬂis proses Kontraktor
Hulu Migas dan SKK Migas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi
dalam sistem pengadaan dan mengurangi perselisihan yang terjadi saat ini..

4. Mendorong Kontraktor Kontraktor Kerjasama Kontraktor Swasta (KKKS) untuk
mengelola biaya operasional dan investasi mereka dengan menggunakan prinsip-
prinsip keuangan korporat daripada keuangan negara..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKF pada tahun 2022, terdapat beberapa
hambatan yang menghambat minat investor untuk berinvestasi dalam sektor hulu migas di
Indonesia, termasuk:

1. Keterbatasan akses data geologi terkait potensi migas dan perlunya peningkatan
keandalannya.;

2. Proses birokrasi dan perizinan dalam sektor hulu migas belum memenuhi harapan
investor.;

3. Keterlibatan yang signifikan dari pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi
bagi kontraktor;

4. Kurangnya daya tarik imbal hasil bagi kontraktor dan kekurangan desain sistem yang
mendukung percepatan periode pengembalian investasi bagi kontraktor tanpa
mengurangi optimalisasi penerimaan negara, terutama dalam rezim gross split;

5. Ketentuan kontrak yang belum mencapai tingkat optimal.

Secara umum, regulasi yang diterapkan pada skema kontrak bagi hasil gross split
mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan investasi dengan memberikan insentif
kepada investor. Hal ini juga merupakan langkah inovatif dalam menangani masalah yang

muncul dalam skema cost recovery, dengan tujuan untuk segera merealisasikan penemuan
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cadangan minyak dan gas bumi serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi secara
nasional.(Shobah et al., 2013)

KESIMPULAN

Dari 4 asumsi yang ada, 3 di antaranya terkait dengan penerapan nilai-nilai kebangsaan
dalam UUD 1945 yang secara kolektif mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan antara
hukum, kebijakan, dan prinsip-prinsip yang mendasari regulasi sumber daya alam, pajak,
dan kontrak bagi hasil di Indonesia. Dalam usaha mengatasi masalah yang timbul dalam
skema cost recovery, skema kontrak bagi hasil Gross Split memberikan insentif yang
diharapkan dapat meningkatkan minat dan percepatan investasi para invcstur@sekﬂ:}r hulu
minyak dan gas bumi untuk mempercepat penemuan cadangan baru dan meningkatkan
produksi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 8 tahun
2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan perubahannya, investor diberikan jaminan
mengenai bagian base split yang telah ditetapkan pada awal kontrak, yang dapat diperluas
dengan insentif dari pemerintah dalam bentuk komponen variabel dan progresif berdasarkan
pencapaian yang dicapai oleh kontraktor. Dengan berbagai komponen yang ditawarkan,
pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan 1vestasi di sektor hulu minyak dan gas
bumi serta industri pendukungnya secara menyeluruh, termasuk industri pendukung yang
melibatkan produsen barang dan jasa serta tenaga kerja lokal. Skema kontrak bagi hasil
Gross Split tetap mengedepankan prinsip sumber daya alam Indonesia yang diatur dalam
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam keberlanjutan fungsi Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai
mitra pemerintah dalam sektor industri hulu minyak dan gas bumi untuk mengelola kegiatan

Usaha Hulu Migas.
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